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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 94 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 79 Tahun 2004 telah
diatur tentangTata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor f3 Tahun 2010
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, maka Keputusan Gubernur
Nomor 79 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak
sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, perlu dilakukan
perubahan;

6 Mengingat

,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hUfUf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
I<esatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara·
Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah tflrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

1'1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 lentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

1?. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 teniang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan
Bermotor;

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Ba·lik Nama
Kendaraan Bermotor;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun ?010 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaiaan Bermotor;

17.

18.

S 19.

20.

21.

22.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan
Jalan;

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tenta'1g Pajak Restoran;

24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tetltang Pajak Reklame;

25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

26. Peraturan Gubernur Nomer 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja· Dinas Pelayanan Pajak;

27. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahu(1 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerjil Unit Pelayanan Pajak Daerah;
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28. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; .

29. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : .

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

tl. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutllya disingkat
BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ye.ng selanjutnya disebut
Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak·
pada Kota Administrasi.

10. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas
Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.

11. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjlltnya disingkat UPPD
adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah DinasPelayanan Pajak.

12. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
Kepala UPPD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah yang
berada di wilayah Kecamatan.

13. Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaran Bermotor yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan PKB
dan BBN-KB adalah· Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB· Kota .
Administrasi. .
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14. Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB adalah Kepala Unit
Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaran Bermotor Kota Administrasi.

15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

. undangan.

16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oler. orang pribadi atau badan yang
.bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk'
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaandan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang

. kepada Wajib Pajak.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayaryang seJanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan p3jak yang menentukan
jumlah .pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 8dministrasi dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

20. Surat Ketetapan. Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapanpajak yang

. menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
.SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

22. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang. menentukan jumlah
kelebihan pernbayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
.berupa bunga dan/atau denda.

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam pe'raturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SPPT PBB-P2,
SKPDKB, SKPDKBT, Sf<PDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan·
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

25. Su~at Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Sf<PD,' SPPT PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketlga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
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26. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

27. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah pajak daerah yang tercantum
dalam SKPDfSPPT PBB-P2fSKPDKBfSKPDKBTfSTPDf Surat Keputusan .
PembetulanfSurat Keputusan KeberatanfSurat Keputusan BandingfSurat
Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi,
yangmasih harus ditagih kepada Wajib Paiak atau Penanggung
Pajak.

28. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung
pajak melunasi utang pajak dan biaya penafjihan pajak dengan cara
menegur, memperingatkan, melaksananakan penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, meiaksanakan penyanderaan dan menjual.
barang yang telah disita.

29. Penghapusan Piutang Pajak adalah menghapuskan piutang pajak
daerah beserta sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDf
SPPT PBB-P2fSKPDKBfSKPDKBTfSTPD atau Surat Ketetapan
Pajak Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan
Banding serta Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

30. Piutang Pajak Daerah tidak dapat danfatau tidak mungkin ditagih lagi
adalah piutang pajak daerah yang karena ;,ak untuk melakukan
penagihan pajakbelum kadaluwarsa, akan tetapi terhadap wajib
pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

31. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak; yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

32. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak; termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajih pajak menurut
ketentuan peraturan perpajakan daerah. .

33. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak
yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat
paksa, penyitaan dan penyanderaan. .

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal2

(1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap :

a. Piutang Pajak Daerah yang telah kadaluwarsa; danfatau

b. Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagl.

(2)Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah kadaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena hak untuk
'melakukan penagihan pajak telah kadaluwarsa melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, denaan kriteria :

a. Wajib Pajak atau penanggung Pajak sama sekali tidak pernah
disampaikan surat teguran danfatau surat paksa;
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b. Wajib Pajak telah disampaikan surat teguran dan/atau surat
· paksa, akan tetapi Dinas Pelayanan Pajak tidak menindaklanjut;

setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penyampaian .
surat teguran dan/atau surat paksa terakhir; dan .

c. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung
dari Wajib Pajak. .

(3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak
mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf b,
dengan !criteria:

a.· Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan
tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan Kemalian dari Lurah dan laporan hasil
pemeriksaan petugas·Dinas Pelayanan Pajak;

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta
kekayaan lagi, yang dibuktikan laporar, hasil pemeriksaan
petugas Dinas Pelayanan Pajak;

c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan

· hartanya tidak mencukupi untuk meiunasi utang pajaknya; .

d. Wajib Pajak dan/atau P~nanggung Pajak yang tidak ditemukan
lagi keberadaannya yang dibuktikan surat keterangan dari Lurah
dan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas Dinas Pelayarian
Pajak;

e. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia
untuk selamanya dan terhadap wajib pajak tidak diterbitkan
penagihan pajak seketika dan sekaligus;

f. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan
· telah dilakukan penelusuran secara optimal sEJsuai denganketemtuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

g. Hak d2erah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya
perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal3

(1) Piutang Pajak Daerah yang ·dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, meliputi piutang :

a. pajak yang terutang; dan

b. sanksi administrasi pajak berupa bunga, denda dan/atau
kenaikan.

(2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah beserta sanksi administrasi
berupa bunga, denda dan/atau kenaikan sebagc.imana dimaksud
pada ayat (1), merupakan Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam :

a. SKPD;

b. SPPT PBB-P2;

c. SKPDKB;

d. SKPDKBT;

e. STPD;atau
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f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Kepulusan Keberatan, Putusan
Banding alau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal4

(1) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah
karena kadaluwarsa dar. Piulang Pajak Daerah yang tidak dapat '
dan/atautidak mungkin ditagih lagi, Kepala Suku Dinas Pelayanan
Pajak atau Kepala UPPD atau Kepala Unit Pel,"yanan PKB dan BBN­
KB melakukan penelitian administrasi, meliputi :

a. invenlarisasi data dokumen Wajib Pajak meliputi :

1. SKPD;

2. SPPT PBB-P2;

3. SKPDKB;

4. SKPDKBT;

5. STPD;

6. Sural Teguran/surat peringatan dan sejenisn\'a;

7. Sural Paksa terakhir yang disampaikam;

8. Surat Keputusan Pembelulan dan Surat Keputusan Keberatan;
dan/atau

,9. Pulusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah'
Aguhg yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah. '

b. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9, yang
telah kadaluwarsa.

(2) Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD
atau Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB membuat laporan
hasil penelilian dimaksud setiap akhir tahun takwim sebagai bahan
usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang kadaluwarsa dan
Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidal< mungkin ditagih lagl,

(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ,ayat (2),
disertai dengan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah
karena kadaluwarsa dan Piutang Pajak Daerah yang 'tidak dapat
ditagih dan/alau tidak mungkin dilagih lagi, yang sek'Jrang-kurangnya
memuat:

a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; ,

b. alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

c. Nomor Pokok Waji!:> Pajak Daerah (NPWPD)/Nomor Objek Pajak,
Daerah (NOPD);
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d. NomoI' Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2);

e. jenis Pajak Daerah;

f. tahun pajak;

g. nomor dan tanggal terbit SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBTI
STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatf,ln,

. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah;

h. besarnya Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan; dan

i. tindakan penagihan yang telah dilakukan.

(4) Bentuk dan isi daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah
sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran PeratL!ran
Gubernur ini.

PasalS

(1) Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 sampaidengan angka 8, tidak. .

diketemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara
optimal terhadap dokumen yang menjadi dilsar pajak terutang yang
diusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Suku Dinas.
Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD atau Kepala Unit Pelayanan
PKB dan BBN-KB harus menerbitkan salinah dokumen dimaksud.

(2) Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pas~1 4 ayat (1) huruf b, tidak ada dan/atau tidak dapat diketemukan
dalam berkas/arsip dokurnen, Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak
atau Kepala UPPD atau Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Pajak atau
Mahkamah Agung untuk rneminta salinan Putusan Banding atau
salinan Putusan Peninjauan Kernbali Mahkamah Agung.

(3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda
kata "SALINAN", diberitanggal, bulan dan tahun sert3 ditandatangani
oleh Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD atau
Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Salinan Keputusan oleh
Ketua/Pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak dan
Mahkamah Agung sebagairnana dimaksud. pada ayat (2) yang
dilegalisir. .

Bagian Kedua

Penyampaian Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal6

(1) Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD atau Kepala
Unit Pelayanan PKB dan· BBN-KB, menyampaikan laporan
penghapusan Piutang Pajak Daerah beserta daftar usulan
penghapusan Piutang Pajak Daerah yang dilengkapi dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, kepada Kepala
Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuknya dalam hal ini
Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan.



Pe:lgendalian dan Pembinaan sebagaimana
ayat (1), melakukan penelitian administrasi dan.

/

,J

9

(2) Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan agar membentuk tim
untuk melakukan penelitian ulang (reviu) laporan atas usulan
penghapusan Piutang Pajak Daerah yang disampaikan Kepala Suku
Dinas Pelayanan Pajak atau Kl:Jpala UPPD atau Kepala Unit .

. Pelayanan PKB dan BBN-KB.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan paling lambat setiap tanggal 31 JaniJari tahun berikutnya.

(4) Kepala Bidang
dimaksud pada
lapangan.

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :

a. penelitian administrasi :

1. laporan hasil penelitian Suku DinasPelayanan Pajak atau
Kepala UPPD atau Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB;

2. daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan

3. dokumen yang mendasari usulan penghapusan Piutang Pajak
Daerah.

b. penelitian lapangan terhadap usulan pengl1apusan Piutang Pajak
Daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.

(6) Dalam hal penelitian adminlstl-asi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a, maka hasilnya dituangkan dalam laporan hasH penelitian
administrasi.

(7) Dalam hal penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, maka hasil peneiitian dituangkan dalam bentuk laporan hasil
pemeriksaan lapangan.

(8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan
oleh Jurusita Pajak Daerah.

(9) Pelaksanaan penelitian oleh Jurusita Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (8), didasarkan pada Surat Tugas Kepala Dinas
Pelayanan Pajak.

(10) Bentuk dan isi laporan hasil penelitian adm:nistrasi dan penelitian.
lapangan sebagaimana tercantum dalam Format 2 dan Format 3
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal7

(1) Apabila laporan penghapusan Piutang Pajak Daerah beserta daftar
usulan dan dokumen yang disampaikan oleh Kepala SukuDinas
Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD atau Kepala Unit Pelayanan
PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
tidak lengkap, Petugas Peneliti atau Jurusita Pajak Daerah dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengembalikan
secara tertulis kepada Kepala Sul;u Dinas Pelayanan Pajak atau
Kepala UPPD atau Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB untuk
diiengkapi.

(2) Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD atau Kepala
Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB, melengkapi laporan beserta daftar
usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dala.m
jangka waktu paling lama 90 (sem:Jilan puluh) hari sejak tanggal
surat pengembalian.
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(3) Dalam jangka waklu paling lama 30 (liga puluh) hari kerja, laporan
beserta daftar usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayal (2), disampaikan kepada Pelugas Peneliti alau Jurusita Pajak
Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal8

(1) Petugas Peneliti atau Jurusita Pajak Daerah me:akukan penelitian
terhadap dokumen laporan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang
telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),
dengan pemilahan sebagai berikut :

a. Penghapusan Piutang Pajak Dae;ah yang kadaluwarsa; dan

b. Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagl.

(2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikelompokkan berdasarkan besarnya penghapusan Piutang
Pajak Daerah, sebagai berikut :

a. Kewenangan Gubernur unluk penghapusan Piutang Pajak Daerah
sampat dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

b. Kewenangan Gubernur dengan perselujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk penghapusan Piutang Pajak Daerah di atas
Rp 1.000.000.000,00 (salu miliar rupiah).

(3) Petugas Peneliti atau Jurusita Pajak Daerah dalam melaksanakan
penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) .
hari sejak diterimanya dokumen laporan beserta daftar usulan yang
dinyatakan lengkap.

(4) BerdasGl.rkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Petugas Penelili atauJurusita Pajak Daerah menyampaikan laporan
hasil penelitian administrasi dan lapangan kepada Kepala Dinas
Pelayanan Pajak melalui Bidang Pengendalian dan Pembinaan.

Pasal9

(1) Berdasarkan laporan Pctugas Peneliti atau Jurusita Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Kepala Dinas
Pelayanan Pajak membuat surat usulan permohpnan penghapusan
Piutang Pajak· Daerah kepada Gubernur dengan disertai daftar
usulan pen£)hapusan PilJlang Pajak Daerah.

(2) Surat usulan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah dari
Kepala Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) dengan tembusan surat kepada :

a. Sekretaris Daerah;

b. Kepala BPKD; dan

e. Inspeklur.

(3) Penyampaian sural usulan permohonan penghapusan Piutang Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama
30 (tlga puluh) hari sejak diterimanya laporan dar! Jurusita Pajak
Daerah.

(4) Bentuk surat usulan permohonan Penghapusan Piutang Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1), tereantum dalam
Format 4 Lampiran Peraluran Gubernur inl.. .
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Pasal 10

(1) Serdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala
Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),
Gubernur menyampaikan surat permohonan persetujuan penghapusan
Piutang Pajak Daerah oi atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Sentuk persetujuan Dewan Perwakilan .Rakyat Daerah atas
permohonan persetujuan penghapusan Piutang Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan .
peraturan perundang-undangan.

Pasal11

(1) Serdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala
Dinas Pelayanan Pajak sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana
dimaksud, dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2), Gubernur menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan
Piutang Pajak Daerah.

(2) Sentuk Keputusan Gubernur mengenai penghapusan Piutang Pajak
Daerah sebagaimana tercantum dalam Format 5 dan Format· 6
Lampiran Peraturan Gubernur inL

Pasal12

(1) Serdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana. dimaksud dalam
Pasal 11, Kepala Dinas Pelayanan Pajak melakukan :

a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan Piutang
Pajak Daerah; dan

b. penghapusan buku atas Piutang Pajak Daerah sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan,

6 (2) Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan Piutang
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditembuskan kepada :

a.. Sekretaris Daerah;

b. Kepala BPKD; dan

c. Inspektur.

(3) Kepala Dinas Pelayanan Pajak menyampaikan surat permohonan
penghapusan buku atas Piutang Pajak Daerah yang telah menjadi
Piutang Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b .
kepada Kepala SPKD dengan tembusan :

a.' Sekretaris Daerah; dan

b, Inspektur.

Pasal13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Peraturan
Gubernur ini diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pelayanan pajak.
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BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saal Peraluran Gubernur ini mulai berlaku, Kepulusan Gubernur
Nomor 79 Tahull 2004 lenlang Tala Cara Penghapusan Piutang Pajak
Daerah, dicabul dan dinyalakan lidak berlaku.

Pasal15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar seliap orang mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.

Dilelapkan di Jakarta
pada langgal 30 Mei 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKA.RTA,

Tid

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6Juni 2014
PltSEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

Tid

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 61021
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Lampiran : Peraturan Gubernur Prcvinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 94 TAHUN 2014
Tanggal 30 Mei 2014

No Format Judul

1 .Format 1 Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daemh

2 Format 2 Laporan Hasil Penelitian Administrasi

3 Format 3 Laporan Hasil Penelitian Lapangan

4 Format 4 Surat Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daemh

5 Format 5 Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah

6 Format 6 Kepulusan Gubernur tenlang Penghapusan Piulang Pajak Daerah
(dengan perselujuan DPRD)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Tid

JOKOWIDODO



Formatc-1

pEMERINTAH pROVINSI DKI JAKARTA
DINAS I'ELAYANAN PAJAK

DAFTAR USULAN pENGHApUSAN piUTANG PAJAK DAERAH pADA SUKU DINASjUppD/UNIT pELAYANAN pKB DAN BBN-KB*

SUKU DINASjUppD/UNIT pELAYANAN PKB DAN BBN-KB*
Kota Administrasi

SKpD/SppT pBB-p?/
JENIS SKpDKB/SKpDKBTj
PAJAK STpDjKEpUTUSAN

NAMA DAN ALAMAT DAERAH TAHUN pEMBETULAN/KEpUTUSAN JUMLAH PAJAK pEMBAYARAN JUMLAH SISA TINDAKAN
NO.

WAJIB PAJAK
NpWpD/NOpD

PAJAK KEBERATANjpUTUSAN TERUTANG . (Rp) pIUTANG PAJAK pENAGIHAN KETERANGAN
BANDING/pUTUSAN PK (Rp) (Rp) S.D
MAHKAMAH AGUNG*

TANGGAL NOMOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL

Menyetujui,
KEpALA DINAS pELAYANAN PAJAK

pROVINSI DKI JAKARTA

NIP.
Ket:
'*) coret yang tidak perlu

Jakarta, .

KEpALA SUKU DINAS/UpPD/UNIT pELAYANAN pKB DAN BBN-KB*

. NIP.



DINAS PELAYANAN PAJAK

PROVINSI DKI JAKARTA

SUKU DINAS/UPPD/UNIT PElAYANAN PKB DAN BBN-KB •

LAPORAN HASIL.PENELITIAN ADMINISTRASI

Nomor: ..

I. Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut :

. SUKU DINAS/UPPD/UNIT PELAYAf>.:AN PKB DAN BBN-K~'

Tahun

Format 2

II. KESIMPULAN DAN SARAN:

Mengetahui,

KASI SUKU DINAS/UPPD/UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB....... •

NiP ..

Menyetujui,

KEPALA SUKU DINAS/UPPD/UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB....... •

Jakarta, ..

JURUSITA

NiP ..

Ket:

'Jeoret yang tidak perlu
NiP .

..,



DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSIDKI JAKARTA

SUKU DINAS/UPPD/UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB *

LAPORAN HASJl PENELITIAN LAPANGAN

Nomor:

Surat Perintah 'rugas Nomor
Tanggal Penelitian

J. Data m2ngenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

1. NOPD/NOP PBB-P2 : EP _CIJ IITJ o::::u 0'---'---_
2. NPWPD : D=c:J rr:::r::=r- o-o::::::r=r

No. Seri/SKPD/SPPT PBB-P2/
SKPDKB/SKPDKBT/STPD/
KEPUTUSAN PEMBETULAN/

3. KEPUTUSAN
KEBERATAN/PUTUSAN
BANDING/PUTUSAN PK

M".HKAMAH AGUNG'
4. Alamat

Kelurahan
Kecamatan
Kota Administrasi

S. Nama dan alamat
Ahli Woris WP 1.

2.
3.

6. Pekerjaan/Usaha
7. N.ma/Merk Perusahaan

AJamat
NOr:1or TeJeoon
Alamat Cabang 1.

2.
3.

Nama, jabatan dan alamat
pengurus menurut akte

notari, terakhir

o::::ro D

RT/RW:

Format 3

--'



.2.

II Data mengenai Tunggakan Pajak'

NO & TGl JUMLAH PAJAK YG TELAH
S!<PD/SPPT PBB-P2/ DIBAYAR
SKPDKB/SKPDKBT/ JUMLAH PAJAK JUMLAH SISA

NO.
TAHUN

NPWPD.NOPD STPD/KEPUTUSAN YG HARUS PIUTANG
PAJAK PEMBETULAN/KEPUTUSAN

DIBAYAR TMJGGAl RpKEBERATAN/PUTUSAN PAJAK

BANDING/PUTUSAN PK
MAHKAMAH AGUNG*

Catatan. Fatakap. Surat Setaran Pajak (sSP)/Surat Tanda Tenma setaran (STTS) agar dJiamplrkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan p.enagihan :
1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak

2. Surat Koberatan/Banding
3. Namar dan Tanggal Surat Teguran
4. Namar dan Tanggal Surat Paksa
S. Namar dan Tanggal Surat Perintah sita dan Risalah Sita

6. Tanggal Pelelangan

IV. HasH Penelitian Administrasi :

.. ; , , .

V. lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :
1. .. ..
2. . .
3. . .
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VI. Kesimpulan dan Usul :

...............................................................................................................................................................................

. :.. , .

Mengetahui,
KASI'SUKU DINAS/UPPD/UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB.................•*

NIP. NIP.

JURUSITA

NIP.

JURUSITA

Menyetuju:/
KEPALASUKU DINAS/UPPD/UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB...*

NIP.
Ket:
~) Coret yang tidak perlu
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II. Data mengenai Tunggakan Pajak

NO & TGL JUMLAH PAJAK YG TELAH
SKPD/SPPT PBB-P2/ DIBAYAR
SKPDKB/SKPDKBT/ JUMLAH PAJAK JUMLAH SISA

TAHUN
NPWPD/NOPD NOP PBB-P2 STPD/KEPUTUSAN YG HARUS

PAJAK PEMBETULAN/KEPUTUSAN
PIUTANG

NO. KEBERATAN/PUTUSAN
DIBAYAR TANGGAL Rp. PAJAK

BANDING/PUTUSAN PK
MAHKAMAH AGUNG' -

I

\
Catatail: Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP)/Surat Tanda Terima Setaran (SnS) agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:
l. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak
2. Surat Keberatan/Banding
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa
S. Nomor dan Tanggal Surat Perintan Sita d2n Risalah Sita

6. Tanggal Pelelangan
IV. Hasil Penelitian Adminlstrasi:

V. Lampiran (surat·surat yang dianggap penting):

3.. ................................................................................................................................................................................................•.................•.•

2 ,
3 , .
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VI. Kesimpulan dan Usul:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::S::::::::

Mengetahui,
KASI SUKU DINAS/UPPD/UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB *

NIP.

Ket:
-) Coret yang tidak perlu

PENEUTII

NIP.

Menyetujui,
KEPALA SUKU DINAS/UPPD/UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB... *

NIP.

NIP.

PENELITI II



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal : Usulan permohonan Penghapusan

Piutang Pajak Daerah

Format 4

Jakarta,

.Kep3C:a

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

di

Jakarta

e
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor.......Tahun ...... tentang Penghapusan

Piutang Pajak Daerah dan ber~ama ini kami mengajukan permohonan Penghapusan
Piutang Pajak Daerah dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
sebagaimana teriampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapka:1 terima kasih.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta,

..................... , , .
NiP ..



Lampiran: Sural Kepala Oinas Pelayanan Pajak
Provinsi OKI Jakarta

Nemer
Tanggal

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
DINAS PELAYP.NAN PAJAK

DAFTAR USULAN l'ENGHAPUSAN PIUTANG PAJAI~ LlAERAH PADA nINAS PELAYANAN PA;J'.K

SKPDSPPT PBB-P2/
JEI~IS SKPOKB/SKPDKBT/STPO/
PAJAK KEPUTUSAN PEMBETULAN/

NAMA DAN DAERAH TAHUN KEP!.JTUSAN KEBERATAN/ JUMLAH PAJAK
PEMBAYARAN

JUMLAH SISA TINDAKAN
NO. ALAMAT WAJIB NPWPD/NOPD NOP PBB-P2

PAJAK PUTUSAN TERUTANG
(Rp.)

PIUTANG PAJAK PENAGIHAN KET
PAJAK BANDING/PUTUSAN PK (Rp.) (Rp.) SID.

MAHKAMAH AGUNG*)

TANGGAL NOMOR

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.

TOTAL

Jakarta, .

KEPALA D1NAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA

~et:

-) caret yang tidakperlu

NIP ..



Format 5

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR .

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAHPADA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

6

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan penatausahaan Pajak Daerah Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdapat piutang Pajak
Daerah tahi.m sampai dengan tahun pada Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak dapat
dan/atau tidak mungkin ditagih lagi karena telah kadaluwarsa;

b. bahwa untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang
baik, perlu menghapus piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal... dan Pasal. ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d'maksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan
Bermotor;

4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik
NamaKendaraan Bermotor;

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor;

6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentarg Pajak Penerangan
Jalan;

9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;

10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;



,
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

2

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 20~ 1 tentang Pajak Reklame;

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

15. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun .... tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN .PIUTANG
PAJAK DAERAH PADA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

flt.enghapus Piutang Pajak Daerah tahun s.d. tahun pada Dinas
Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Il:>ukota Jakarta sebesar
Rp .
( ), dengan rekapitulasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

Rincian atas besarnya Penghapusan Piutang Pajak Daerah
sebagaimanadimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II
Keputusan Gubernur ini.·

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _ , .
pada tanggal .

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKOWIDODO

1. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah

Provinsi OKI Jakalta
3. Kepala Oihas Pelayanan Pajak Provinsi OKI Jakarta



Lampiran I Kepu!usan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

0:

c

DAFTAR REKAPITULASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
PADA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN .

NO
SUKU DINAS/UPPDi KOTA PAJAK TERUTANG TI.HUN IRol

JUMLAH KETERANGAN
UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN·KB ADMINISTRASI .............. ............. ............

1 2 3 4 5 6 7 8
1. SUDINIUPPD/UNIT PELAYANAN PKB ..................... Rp Rp Rp Rp

DAN BBN·KB........
2

I

JUMLAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

JOKOWIDODO



Lampiran II .Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibuketa Jakarta

Nomer
Tanggal

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DlNAS PELAYANAN PAJAK

RmCIAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA DINAS PELAYANAN PAJAK

I SKPDjSPf'T PBB-P2j

I SKPDKBjSKPDKBTjSTPDj
KEPUTUSAN

JENIS TAHUN
PEMBETULANj JUMLAH PAJAK JUMLAH PIUTANG

NO.
NAMA DAN ALAMAT

NPWPDjNOPD NOP PBB-P2 KEPUTUSAN KEBERATANj TERUTANG PAJAK YANG KETWAJIB PAJAK PAJAK PAJAK PUTUSAN (Rp.) DIHAPUSKAN
DAERAH BANDlNGjPUTUSAN PK

MAHKAMAH AGUNG*)

TANGGAL NOMOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL

GUBERNUR PROVIN51 DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKOWIDODO

I<et:
-) coret yang tidakperlu



c

Format 6
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR .

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSi DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan penatausahaan Pajak Da8rah Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, cerdapat piutang Pajak
Daerah tahun sampai dengan lahun pada Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi DKI Jakarta yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin
ditagih lagi karena telah kadaluwarsa;

b. bahwa untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang
baik, perlu menghapus piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasa!... d3n Pasa!. ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketenfuan Umum
Pajak Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi Daerah Khusus ibukoa Jakarta;

e

MengingC\t 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak DaerC\h dan
Retribusi Daerah; .

2. Peraturan Daerah ·Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah; .

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan
Bermotor;

4.. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor;

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermoior;

6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajal< Hiburan;

8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan
Jalan;

9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;

10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

12. Peraturan Daerah Nemer 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
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13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pajak, Reklame;

14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan clan Perkotaan; .

15.. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor .
Tahuri tentang : ; .

16. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun
Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

ientang Tata Cara

c

c

Menetapkan

KESATU

·KEDUA

KETIGA

Tembusan :

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH PADA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menghapus Piutang Pajak Daerah tahun ....s.d. tahun ...... pada Dinas
Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar
Rp .
( j, .dengan rekapitulasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

Rincian atas besarnya Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampil'an II Keputusan
Gubernur ini.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..
pada tanggal ..

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKOWIDODO

1. Inspeiktur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Provinsi DKI Jakalta
3. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
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c

Lampiran I: Kepulusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibuketa Jakarta

Nemer
Tanggal

DAFTAR REKAPITWLASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
PADA DINAS PEI,AYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBllKOTA JAKARTA

DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TMlUN ..

Ne UPPO
KOTA PAJAK TERUTANG TAHUN (Rp)

JUMLAH KETERANGAN
AOMINISTRASI .............. ............. ............

1 2 3 4 5 6 7 8
1: uPPO........ ..................... Rp Rp Rp Rp
2.

JUMLAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKOWIDODO
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Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
IbukotaJakarta

Nomor
Tanggal

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PELAYANM! PAJAK

RINCIAN BESARNYA PENGI;IAPUSAN PIUTANG PAJAK :>AERAH PADA NNAS PELAYANAN PAJAK

SKPDjSPPTPBB-P2/
SKPDKB/SKPDKBT/STPD/

KEPUTUSAN

NAMA DAN ALAMAT JENIS TAHUN
PEMBETULANj JUMLAH PAJAK JUMLAH

NO. NPWPD/NOPD NOP PBB-P2 KEPUTUSAN KEBERATAN/ TERUTANG UTANG YANG KETWAJIB PAJAK PAJAK PAJAK PUTUSAN (Rp.) DIHAPUSKAN
DAERAH BANDINGjPUTUSAN PK

MAHKAMAH AGUNG*)
TANGGAL NOMOR

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11

I 1-.
TOTAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTAJAKARTA,

JOKOWIDODO

I<et:
-) caret yang tidak perlu


